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BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan
penanggulangan bencana perlu disusun rencana
penanggulangan bencana yang menyeluruh dan
berkelanjutan dalam rangka memperhatikan
perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko
dan dampak bencana;

b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran
Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan
Bencana ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu
5 (lima) tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Penanggulangan Bencana Kabupaten Lebong tahun
2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonbesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);

BAGIAN
HUKUM

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Presidlen Nomor 87 Tahun 2020
tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana
Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana
Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum
Pengkajian Risiko Bencana;

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2012);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun
2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2017);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor S Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun
2021-2026(Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Nomor
5 Tahun 2021);
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18. Peraturan Bupati Lebong Nomor 60 Tahun 2023
tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten
Lebong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG RENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2025-2029.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah badan
pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan
penanggulangan bencana di daerah.

2. Bahaya (hazard) adalah situasi, kondisi atau
karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis,
sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu
masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu
tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan
kerusakan.

3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda,
dan dampak psikologis.

4. Kapasitas (capacity) adalah penguasaan sumber-daya,
cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan
masyarakat yang memungkinkan mereka untuk
mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan,
menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan
cepat memulihkan diri dari akibat bencana.

5. Kerentanan (vulnerability) adalah tingkat kekurangan
kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah,
menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi
dampak bahaya tertentu, Kerentanan berupa
kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan
lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam
penyebab. B
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6. Mitigasi (mitigation) adalah upaya yang dilakukan untuk
mengurangi risiko bencana dengan menurunkan
kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan
menghadapi ancaman bencana.

7. Pemulihan (recovery) adalah upaya mengembalikan
kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan
publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.

8. Penanggulangan bencana (disaster management) adalah
upaya yang meliputi: penetapan kebijakan
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana;
pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiap-siagaan,
tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

9. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang
terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya
untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat
dampak buruk bencana.

10. Pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction)
adalah segala tindakan yang dilakukan untuk
mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas
terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi
jenis bahaya tertentu.

11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah
serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan
bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat
bencana hingga tahapan sesudah bencana yang
dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan
menyeluruh.

12. Rehabilitasi (rehabilitation) adalah perbaikan dan
pemulihan semua aspek pelayanan publik atau
masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah
pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi
atau Dberjalannya secara wajar semua aspek
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah
pascabencana.

13. Rekonstruksi (reconstruction) adalah pembangunan
kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan
pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat
pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran
utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan
perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan
ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat
dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada
wilayah pascabencana.

14, Rencana penanggulangan bencana tahun 2025-2029
adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana
untuk jangka waktu tahun 2025 sampai dengan tahun
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15. Risiko (risk) bencana adalah potensi kerugian yang
ditimbulkan akibat bencana suatu wilayah dan kurun
waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa
terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan
atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan
masyarakat.

16. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok
orang, dan/atau badan hukum.

17. Tanggap darurat (emergency response) bencana adalah
upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian
bencana untuk menangani dampak buruk yang
ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan,
evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan
kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi,
penyelamatan, serta pemulihan pra-sarana dan sarana.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai

berikut:

a. Pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana di
Kabupaten Lebong dalam rangka aksi pengurangan
risiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus
penanggulangan bencana baik pra bencana, saat
bencana dan pascabencana,;

b. Tolak ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan
penanggulangan bencana daerah; dan

c. Dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait
penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. Sebagai rencana yang terstruktur dan terpadu dalam
pengurangan risiko bencana di Kabupaten Lebong yang
mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana
agar lebih efektif;

b. Sebagai alat koordinasi antar pelaku Penanggulangan
Bencana; dan

c. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD,
Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra
OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
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BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 4
(1) Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lebong
Tahun 2025-2029 merupakan dokumen acuan dalam
kegiatan penanggulangan benacana di Kabupaten
Lebong baik pada saat prabencana, tanggap darurat
dan pasca bencana.
(2) Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lebong
Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB 1 : Pendahuluan

b. BAB 1l : Karakteristik Dan Isu Strategis
Kebencanaan

c. BAB 1l :  Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana

d. BAB IV :+ Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah
Kebijakan, Program

e. BAB V :  Rencana Aksi

f. BAB VI . Pemaduan, Pengendalian dan
Evaluasi

g. BAB VI :  Penutup

(3) Uraian Rencana Penanggulangan Bencana

sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
(1) Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lebong

Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun
atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

(2) Peninjauan Rencana Penanggulangan Bencana
Kabupaten Lebong Tahun 2025-2029 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksankan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6
(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana
Kabupaten Lebong Tahun 2025-2029.
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(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan secara berkala sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati Lebong ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 31 Desember 2025

// é';BU?\ATI LEBONG, '9

Diundangkan di Tubei

pada tanggal 31 Desember 2025
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BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2025 NOMOR 39
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